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Jakarta, 03 Januari 2024

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
di

Jalan Medan Medan Merdeka Barat 6

Jakarta, 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Frasa “Citra Diri Peserta Pemilu” pada
Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal
281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI
Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) ferfiadap Pasal 28F dan
Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Perkenankanlah, Pemohon di bawah ini:

1. Nama Lengkap : GUGUM RIDHO PUTRA, S.H.,M.H
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3276062907880003
Alamat : 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb
Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Nomor Telp : 0877967115884
Email : gugumridhoputra@gmail.com

Jabatan/Pekerjaan : Advokat

Bertindak untuk dan atas nama pribadi perseorangan warga negara Indonesia telah
memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya dengan memberikan kuasa

kepada:

Dharma Rozali Azhar, S.H.,M.H
M. Igbal Sumarlan Putra, S.H.,M.H
Irfan Maulana Muharam, S.H
Dega Kautsar Pradana, S,H., M.Si (Han)
Aldy Syabadillah Akbar, S.H.,M.H
Yolis Subhadi, S.H.,M.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan
Hukum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PEDULI PEMILU (TAPP) yang
beralamat di 18 Office Park, MZ Floor unit D-3, Jalan Tb Simatupang Kav.18, Jakarta
Selatan, email: timadvokasipedulipemilu@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai
“"PEMOHON".
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Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar sudilah Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian atas
Pengujian Frasa "Citra Diri Peserta Pemilu” pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274
ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta
Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI
Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) terhadap Pasal 28F dan Pasal 22F ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum menguraikan petitum permohonan & guo, perkenankan Pemohon menguraikan
hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum
(fegal standing) Pemohon, serta alasan-alasan diajukannya Permohonan yang menjadi
dasar Argumentasi Yuridis permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
fingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”, sehingga Mahkamah Konstitusi adalah salah satu cabang kekuasaan
kehakiman yang menyelenggarakan peradilan.

2. Bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Dalam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) yakni “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”,

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang
kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi ("Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”) pada Ketentuan Pasal
10 ayat (1) huruf a kembali menegaskan “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”,

4. Bahwa begitupun Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ("UU Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan”) menyebutkan pula “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

. Bahwa merujuk kepada Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang ("PMK Nomor 2 Tahun 2021") menegaskan "Pengujian Undang-
Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara
konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi”.

. Bahwa “Citra Diri Peserta Pemilu” pada Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah pernah diuji dan diputuskan oleh Mahkamah
dengan Putusan Nomor 48/PUU-XVI/2018 tanggal 16 Januari 2019 dan Putusan
Nomor 53/PUU-XVI/2018 tanggal 17 Januari 2019 vyang keduanya telah
menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya. Sekalipun permohonan
Pemohon menguji Kembali Ketentuan tersebut, akan tetapi Pemohon mengajukan
dasar pengujian dan alasan konstitusionalitas yang berbeda. Para Pemohon dalam
kedua putusan itu menggunakan dasar pengujian Pasal 28, Pasal 28C ayat (2),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 dan keduanya dilatari alasan konstitusionalitas Hak Politik partai
untuk melakukan Pendidikan politik. Berbeda dengan putusan tersebut, Pemohon
mengajukan permohonan a guo dengan dasar pengujian Pasal 28F dan Pasal 22E
ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan konstitusionalitas
berupa hak Pemchon sebagai Pemilih.

. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan untuk menguji peraturan
perundang-undangan berbentuk undang-undang, dalam hal ini Frasa “Citra Diri
Peserta Pemilu” pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280
ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun
2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) ferhadap Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka jelaslah
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus
permohonan a guo.



I1.

10.

KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa Ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi ("Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003")
menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya undang-
undang” salah satunya adalah “perorangan warga negara Indonesia”. Sejalan
dengan itu, Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang
("PMK Nomor 2 Tahun 2021") juga menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak danfatau kewenangan konstitusionalnya berpotensi
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yang salah satunya adalah
“perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama”.

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3276062907880003,
yang dalam kesehariannya juga menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa
hukum atau Advokat yang fokus kepada isu-isu ketatanegaraan dan isu-isu
kepemiluan. Permohonan a guo diajukan dalam kapasitas sebagai Pemilih dalam
Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“Undang-Undang
Pemilu”) yakni merupakan “Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur
17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pemnah Kawin”.
Pemohon saat ini telah genap berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dan telah
menikah. Semenjak berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai saat ini Pemohon telah
mengikuti pemilihan umum sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya untuk Pemilu tahun
2024 Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebagaimana
situs halaman cekdptonline.kpu.go.id, Pemohon terdaftar dalam DPT dan berhak
menggunakan hak pilihnya pada TPS: 78, Tanah Baru Beji, Kota Depok.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-II1/2005 jo. Putusan
Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan
pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan " kerugian
konstitusional’ dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya
hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut
dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3} Kerugian
konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual,
atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causa/ verband)
antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



11.

12.

13.

14.

Bahwa sebagai warga negara dan juga sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum,
Pemohon dijamin hak dasarnya untuk memperoleh informasi yang sebenar-
benarnya terutama dalam konteks Pemilihan Umum. Hal ini dijamin Ketentuan
Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selain dijamin
hak dasarnya atas informasi, sebagai warga negara dan Pemilih dalam Pemilihan
Umum, Pemohon juga dijamin hak dasarnya untuk dapat menggunakan hak
pilihnya dalam Pemilihan Umum yang fair dan objektif sebagaimana dijamin Pasal
22E ayat (1) yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Bahwa hak dasar Pemohon untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum yang bebas,
jujur dan adil berpotensi tidak dapat dipenuhi apabila presiden, wakil presiden,
menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil
walikota dibiarkan mengikuti kampanye peserta pemilu yang terikat hubungan
keluarga sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami
atau istri meskipun telah bercerai. Terlebih semua jabatan-jabatan tadi sudah
disumpah sebelum memangku jabatannya untuk senantiasa memegang teguh
Undang-Undang Dasar dan akan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya.
Hak dasar Pemohon itu juga terancam tidak dapat terpenuhi apabila tidak terdapat
larangan dan sanksi kepada “Pihak Lain” di luar peserta Pemilu, Pelaksana
Kampanye dan tim kampanye yang melakukan pelanggaran bersifat Terstruktur,
Sistematis dan Massif (pelanggaran TSM). Apabila pelanggaran ini dibiarkan, maka
penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bebas, jujur dan adil tidak akan tercapai
akibat pelaksanaan praktik money politics dianggap sebagai hal yang lumrah dan
biasa saja.

Bahwa begitupun hak dasar Pemohon untuk mendapatkan informasi mengenai
citra diri peserta pemilu yang sebenarnya, agar Pemohon tidak keliru dalam
menggunakan hak pilihnya, juga berpotensi tidak dapat terpenuhi apabila para
peserta pemilu tetap dibiarkan menggunakan citra diri yang dipoles dan
dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital dan/atau
teknologi Artificial Intefligence (Al), sehingga tidak sesuai dengan fakta yang
sebenarnya. Penggunaan citra diri yang dipoles secara berlebihan itu berpotensi
membuat Pemohon menjadi kesulitan untuk mengenali citra diri peserta Pemilu
yang asli.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) Pemohon
memiliki hak konstitusional (hak pilih) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Hak konstitusional (hak pilih)
Pemohon tersebut potensial dirugikan oleh ketentuan Undang-Undang yang
diminta diuji dalam permohonan a guo; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang
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dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causa/ verband) antara kerugian
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya
kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka
kerugian konstitusional yang Pemaohon didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah Pemohon memiliki kedudukan
hukum {/ega/ standing) untuk mengajukan Permohonan a guo.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

16.Bahwa dalam Permohonan @ guo Pemohon mengajukan objek pengujian berupa
Frasa “Citra Diri Peserta Pemilu” pada Ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat
(1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta
Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) ferfiadap Batu uji Pasal 28F
dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Adapun bunyi dari masing-masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

A. Qbjek Penguijian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Pasal 1 angka 35

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Pesertai Pemilu atau pibak lain yang ditunjuk oleh
Peserta Permilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program
dany/atau citra dirf Peserta Pemilu.

- Pasal 274 ayat (1)

(1) Materi kampanye meljputi:

a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden;

b. visi, misi, dan progiam partal politik untuk Partai Politik Peserta Permilu yang
dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota
DPRD kabupaten/kota,

c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangarn yang
dilaksanakan oleh calon anggota DPD;

- Pasal 280 ayat (2)

(2) Pelaksana dany/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemifu dilarang
mengikutsertakarn:

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan
hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim
konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangar,

¢. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;



d. direks, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaba milik
negara/badan usaha milik daerah;

e. Pejabat negara bukan angqgota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan

df lembaga nonstruktural;

Aparatur sipif negara;

. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

. Kepala desa;

Perangkat desa;

Anggota badan permusyawaratan desa;,

Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

o R

- Pasal 281 ayat (1)

(1) Kampanye Pemiflu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri,
gubenur, wakil gubenur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota barus
memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasifitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan
bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b, meryalani cuti di luar tanggungan negara;

- Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupatery/Kota,
pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye, dilarang menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk memengarubi Penyelenggara Pernilu
dan/atau Pemifih.

(2) Pasangan Cafon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
Kkabupatenykota yanqg terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawasiu dapat dikenai sanksi administratif
pembatalan sebagal Pasangan Calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU/.

- Pasal 299 ayat (1)

presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye

B. Batu Uji Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperolefr informasi  untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosiainya, serfa berfak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.



- Pasal 22E ayat (1)

Pemilihan urnum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
setiap ima tahun sekali

17.Bahwa dalam permohonan a guo Pemohon mengajukan 3 (tiga) pokok pengujian
atas ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni : (1)
pertama, mengenai Ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi jabatan
presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,
walikota dan wakil walikota yang memiliki hubungan keluarga / Semenda sampai
derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan
peserta Pemilu; (2) kedua, Ketiadaan larangan dan sanksi bagi Pihak Lain di luar
Peserta Pemilu, pelaksana dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi
lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau Pemilih yang dilakukan
secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM); serta (3) kefiga, Ketiadaan
larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar,
suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara
berlebihan dengan bantuan teknologi digital ataupun teknologi artificial
intelligence (AI) seolah-olah sebagai citra diri yang otentik.

i8.Bahwa dari 3 (tiga) pokok pengujian di atas kesemuanya tidak hanya
bersinggungan dengan penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil
sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan 28F Undang-Undang Dasar
Tahun 1945, tetapi juga bersinggungan secara langsung dengan etika pejabat
publik atau penyelenggara negara ketika dihadapkan dengan kontestasi pemilu.

19.Bahwa mengenai etika pejabat publik sebagaimana Pemohon kutip dari Buku
Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule
Of Ethics & Constitutioinal Law And Constitutional Ethics (Jimly Ashiddiqie:2016),
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika memberlakukan Resolusi tentang
Actions Against Corruptions (telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2006) turut pula melampirkan naskah International Code of Conduct for
Public Official yang terdiri dart 6 (enam) romawi berisi 5 (lima) standar perilaku
yang dapat diterapkan oleh setiap jabatan publik pada negara-negara anggota
PBB. Adapun 2 {dua) di antara poin yang diatur adalah mengenai " Confiict of
Interest and Disqualification” dan “Political Activity”. Sebagaimana pada poin
Conflict of Interest ditegaskan sebagai berikut:

Public officials shalf not use their official authority for the improper advancement of
their own or their famifies, personal or financial interest, They shall not engage in any
transaction, acquire any position, or function, or have any financial, commerdial or
other comparable interest that is in compatible with their office, functions, and duties,

or the discharge thereof.

(terjernaharr. Pejabat publik tidak bolehr menggunakan kewenangan mereka unfuk

keuntungan yang tidak patut bagi diri mereka sendiri atau keluarga mereka,
kepentingan pribadi atau keuangan. Mereka tidak boleh terfibat dalam transaksi apa
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pun, memperoleh posisi, atau fungsi apa pun, atau mempunyai kepentingan
keuangan, komersial, atau kepentingan lain yang sebanding yang tidak sesuai dengan
Jabatan, fungsi, dan tugas mereka, atau pelaksanaannya)

Sementara pada bagian Political Activity ditegaskan sebagai berikut:

The pofitical of other activity of public officials outside the scope of their office shall,
in accordance with laws and administratives, poficies, not be such as to impair public
confidence in the impartial performance of their functions and duties.

(terjemahan: Aktivitas politik pejabat publik lainnya di luar lingkup jabatannya, sesuai
dengan undang-undang dan kebjjakan administratif lidak boleh mengganggu
kepercayaan publik terhadap kinerja fungsi dan tugasnya yang tidek memihak)}

20.Bahwa mengenai pengaruh jabatan-jabatan publik terhadap persepsi dan
preferensi publik dalam bertindak telah diulas oleh Michael E. Brown dkk dalam
tulisan berjudul “Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for Construct
Development and Testing (2005)” menyatakan bahwa:

Ethical leadership has been defined as "the demonstration of normatively appropriate
conduct through personal actions and interpersonal relationships, and the promotion
of such conduct to followers through two-way communication, reinforcement, and
decision making.

(terfemahan: Kepemimpinan etis didefinisikan sebagai "penunjukan perilaku yang
sesuai secara normatif melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal, dan
promosi perilaku tersebut kepada pengikut mefalui komunikasi dua arah, penguatan,
dan pengambilan keputusan).

Sejalan dengan itu, Neves and Story (2015) dalam tulisannya Berjudul “Ethical
Leadership and Reputation: Combined indirect Effects on Organizational Deviance”
menegaskan:

This definition encompasses different and important features of ethical leadership,
including being a credible role model and taking ethical issues into consideration when
making a decdision.

(terjemahan.: Definisi ini mencakup ciri-ciri kepemimpinan etis yang berbeda dan
penting, termasuk menjadi teladan yang kredibel dan mempertimbangkan isu-isu
etika ketika masing-masing mengambif keputusan).

21.Bahwa mengenai nilai-nilai etika dalam konstitusi, Prof Jimly Ashiddigie
menganjurkan agar para sarjana hukum memahami dan menghayati makna yang
menjadi esensi atau jiwa yang terkandung dalam undang-undang dasar sebagai
“The Spirit of Constitution” atau dalam istilah yang beliau populerkan sebagai
“Moral And Philosophical Reading Of The Conslitution”. Dengan cara pandang ini,
Konstitusi harus dibaca tidak sekedar berbasis pada paradigma “Rule of law”
melainkan juga berbasis pada paradigma moralitas (morality-based paradigm)
atau dalam paradigma “Rule of ethics”. Artinya konstitusi bukan saja sekedar
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norma hukum tertulis tertinggi di suatu negara, tetapi juga merupakan moral atau
etika bernegara tertinggi di negara tersebut.

22.Bahwa adapun alasan-alasan permohonan secara lengkap Pemohon uraikan

A!

23.

24,

25.

sebagai berikut:

KETIADAAN LARANGAN MENGIKUTI KAMPANYE BAGI PRESIDEN,
WAKIL PRESIDEN, MENTERI, GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI,
WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG MEMILIKI
HUBUNGAN KELUARGA/SEMENDA SAMPAI DERAJAT KETIGA, ATAU
HUBUNGAN SUAMI ATAU ISTRI MESKIPUN TELAH BERCERAI DENGAN
PESERTA PEMILU BERTENTANGAN DENGAN PENYELENGGARAAN
PEMILU BEBAS, JUJUR DAN ADIL

Bahwa sebagai negara demokrasi, Indonesia dijalankan dengan pedoman dan
panduan dari hukum. Dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar
ditegaskan bahwa “Kedaulatan Berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”. Atas dasar itu, meskipun kedaulatan itu ada di tangan
270 (dua ratus tujuh puluh) juta lebih rakyat Indonesia, namun pelaksanaan
kedaulatan itu tidaklah dapat dilakukan dengan sekedar mengikuti kemauan
mavyoritas rakyat Indonesia belaka, tetapi haruslah dilaksanakan dengan
mempedomani cara-cara yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar.
Salah satu cara untuk menggunakan kedaulatan itu ditegaskan dalam Pasal 22E
ayat (1) Undang-Undang Dasar yakni dengan melaksanakan Pemilihan Umum
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adit setiap lima tahun sekali.

Bahwa Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa
“Pemilihan Umnum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil setiap lima tahun sekall’. Prinsip “bebas’, “juju" dan “adil’ dalam
Penyelenggaraan Pemilhan Umum itu saling terkait dan saling melengkapi satu
sama lain. Sebuah penyelenggaraan Pemilu yang adil tidaklah akan pernah bisa
terjadi apabila tidak ditegakkan prinsip-prinsip kejujuran di dalamnya. Di lain
pihak, kejujuran itu sendiri menuntut keadaan yang bebas dan merdeka dari
tekanan dan intervensi siapapun. Tidak ada kejujuran yang dapat dihasilkan dari
kondisi yang tidak bebas dan di bawah tekanan. Hal ini pun menjadi prasyarat
keabsahan berbagai peristiwa hukum. Kebebasan menjadi penentu keabsahan
sebuah perjanjian atau kesepakatan para Pihak Pembuatnya, termasuk keabsahan
keterangan saksi-saksi yang diperiksa di pengadilan di bawah sumpah, dan
peristiwa-peristiwa hukum lainnya menuntut kebebasan untuk menjamin
keabsahan perbuatan hukum.

Bahwa hanya di bawah Pemilihan Umum yang ditegakkan prinsip bebas, jujur dan
adil itulah Hak Pilih warga negara dalam Pemilu dapat terjamin. Dengan Pemilu
yang bebas, jujur dan adil, warga negara dapat menentukan pilihannya secara
teluasa. Warga negara dapat menimbang, memilah dan memilih pilihannya secara
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26.

27.

bebas dan mandiri tanpa bisa dipengaruhi oleh preferensi-preferensi lain di luar
dirinya sendiri. Karena hak pilih adalah hak yang melekat kepada pemiliknya, maka
keputusan untuk menggunakan hak pilih itu harus-lah datang dari kehendak
(willing) Pemiliknya sendiri. Keputusan menggunakan hak pilih yang dilatari
intervensi pihak luar baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat
dianggap sebagai pemberian suara yang sah (/egitimate voting). Undang-Undang
Pemilu secara tegas melarang tindakan menjanjikan ataupun memberikan
uang/materi lain yang akan memengaruhi Pemilih dan mengancam pelakunya
dengan sanksi pidana pemilu. Bahkan Peserta Pemilu yang terbukti menerima
manfaat atau diuntungkan oleh perbuatan itu juga diancam dengan sanksi
pembatalan atau diskualifikasi sebagai Peserta Pemilu.

Bahwa Undang-Undang Pemilu memang sudah mengatur beberapa kewajiban dan
larangan guna mencegah terjadinya intervensi terhadap Pemilu yang bebas, jujur
dan adil. Salah satunya dengan melarang keikutsertaan jabatan-jabatan tertentu
dalam kampanye yang dianggap potensial memberikan intervensi kekuasaan atau
pengaruh jabatannya kepada penyelenggaraan pemilu. Jabatan-jabatan yang
dilarang ikut kampanye itu tertuang dalam Ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-
Undang Pemilu antara lain:

a. Jabatan pada Institusi Mahkamah Agung baik ketua, wakil ketua, ketua
muda, hakim agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah
Mahkamah Agung. Termasuk hakim-hakim pada Institusi Mahkamah
Konstitusi.

b. Jabatan Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Jabatan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank
Indonesia.

d. Jabatan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha
milik negara/badan usaha milik daerah.

e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai
pimpinan di lembaga nonstruktural.

f. Aparatur sipil negara.

g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

h. Kepala desa

i. Perangkat desa

j. Anggota badan permusyawaratan desa, dan

k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Bahwa meskipun sudah mengatur larangan bagi jabatan-jabatan di atas untuk ikut
kampanye, dengan alasan melindungi hak politik sebagai warga negara, Undang-
Undang Pemilu tidak melarang jabatan-jabatan yang dipilih dalam Pemilu dan
Pilkada untuk mengikuti kampanye. Atas dasar itu, Ketentuan Pasal 281 ayat (1)
Undang-Undang Pemilu mengecualikan jabatan-jabatan seperti Presiden, Wakil
Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota
dan wakil walikota untuk ikut kampanye sepanjang memenuhi syarat tidak
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28.

29,

30.

menggunakan fasilitas jabatan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Presiden juga telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan cuti kampanye dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023. Dengan memenuhi persyaratan cuti
kampanye, maka jabatan-jabatan tersebut dapat saja mengikuti kampanye
sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa meskipun membolehkan jabatan-jabatan tersebut untuk mengikuti
kampanye, Undang-Undang Pemilu ternyata belum mengantisipasi potensi
intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh jabatan yang
disebabkan keterikatan hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai
derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai antara
Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil
bupati, walikota dan wakil walikota dengan peserta pemilunya baik itu Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota. Walaupun secara tegas telah melarang pejabat negara
membuat keputusan ataupun kegiatan yang menguntungkan salah satu peserta
pemilu. Namun Undang-Undang Pemilu belum mengatur secara spesifik larangan
Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil
bupati, walikota dan wakil walikota untuk ikut serta dalam Kampanye untuk
mendukung Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun
semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah
bercerai dengannya. Sehingga karena tidak ada norma yang melarang tentang hal
itu, maka secara formil seolah-olah keikutsertaan itu “diperbolehkan” menurut
hukum.

Bahwa mencermati keadaan demikian, keikutsertaan jabatan-jabatan tersebut
dalam kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga sedarah
ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun
telah bercerai dengannya sudah sepatutnya dilarang karena berbagai alasan
konstitusional yang ada. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan konstitusional yang
menjadi landasan agar larangan tersebut diberiakukan, yakni: (1) Pertama,
Undang-Undang Dasar menginginkan Pemilu dilaksanakan dengan prinsip bebas,
jujur dan adil; (2) Aedua, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil
gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah bersumpah akan
menjalankan konstitusi dan undang-undang selurus-lurusnya; (3) Ketiga,
presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,
walikota dan wakil walikota sebagai penyelenggara negara dilarang melakukan
nepotisme. Selengkapnya Pemohon uraikan sebagai berikut:

. Alasan Pertama: Undang-Undang Dasar Menginginkan Pemilu

Dilaksanakan Dengan Prinsip Bebas, Jujur Dan Adil

Bahwa alasan pertama mengapa presiden, wakil presiden, menteri, gubernur,
wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sepatutnya
dilarang mengikuti kampanye Peserta Pemilu yang memiliki hubungan keluarga
sedarah ataupun semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri
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31.

32.

meskipun telah bercerai dengannya dikarenakan Konstitusi memang menentukan
demikian. Apabila mengacu kepada Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang
Dasar, dapatlah diketahui bahwa pembuat dan perubah Undang-Undang Dasar
menginginkan Pemilu dilaksanakan secara bebas, jujur dan adil. Ketiga asas ini
memang tidak dijabarkan dalam Undang-Undang Pemilu secara spesi